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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI LOMBOK UTARA, 

bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek 
belanja dan/ atau antar rincian obyek belanja berdasarkan 
hasil rapat yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) untuk menindaklanjuti kebijakan terkait 
penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025, kebijakan terkait Penyesuaian Rincian Alokasi 
Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2025, kebijakan terkait Perubahan 
Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan 
Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional 
Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis 
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan 
Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan 
Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, 
maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Peraturan 
Bupati Lombok Utara Nomor 45 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 45 
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4872); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

8 . Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6995); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
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52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Angaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Nomor 102); 

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 
Nomor 11); 

24. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 45 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 45 TAHUN 
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 45 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 45) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 
Rpl.150.654.814.187,- menjadi Rpl.140.628.982.187,- berkurang sebesar 
Rpl0.025.832.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. l.150.654.814.187,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (10.025.832.000,-) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.140.628.982.187,-

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. l.145.654.814.187,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (10.025.832.000,-) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah Peru bahan 

3 . Pembiayaan Daerah 
a . Penerimaan Pembiayaan Daerah 

1). Semula Rp. 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah 
Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

00,00,­
oo,oo,-

Rp. l.135.628.982.187,­
Rp. 5 .000.000.000,-

Rp. 00,00,-

1). Semula Rp. 5.000.000.000,­
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 
Jumlah penerimaan pengeluaran setelah 
Perubahan 
Pem biayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan 

oo,oo,-
Rp. 5.000.000.000,-

Rp. (5.000.000.000,-) 
Rp. 00,00,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok 
Utara. 

Ditetapkan di Tanjung 
pada tanggal 12 Juni 2025 
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Diundangkan di Tanjung 

l
ada tanggal 12 Juni 2025 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11 


